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ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004
disebutkan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk fakir miskin dan orang tidak
mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Melalui Undang-Undang ini memberikan landasan
hukum tentang kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Salah satu upaya guna memenuhi hak dasar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota
Tangerang menyelenggarakan jaminan kesehatan dengan Program Multiguna . Program ini
diselenggarakan berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan
sistem pola bantuan pembiayaan. Keharusan menyertakan resume medis peserta multiguna
pada klaim pembayaran yang diajukan pihak rumah sakit kepada dinas kesehatan kota Tangerang
pada hakekatnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjaga
kerahasiaan rekam medis pasien.. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana status
kepemilikan rekam medis peserta multiguna tersebut dan bagaiman keabsahan pemberian rekam
medis oleh pihak Rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai perwakilan
pemerintahan Kota Tangerang ?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan
Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi
Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni
bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sehubungan dengan data yang digunakan data
kualitatif, maka akan dilakukan analisi kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan,
dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.

Pembayaran klaim kepesertaan Program Multiguna oleh pihak rumah sakit kepada Dinas
Kesehatan Kota Tangerang yang mengikutkan foto copy resume medis masih bertentangan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka
Peraturan Walikota yang mengatur Program Multiguna ini perlu direvisi dan rumah sakit yang
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu membuat kebijakan internal berupa
pernyataan secara tertulis kesediaan pasien untuk memberikan resume medisnya kepada pihak
Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebelum dilakukan pemberian pelayanan jaminan kesehatan.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Rekam Medis, Jaminan Kesehatan, Program Multiguna
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LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004
disebutkan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk fakir miskin dan orang tidak
mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Melalui adanya Undang-Undang ini memberikan
landasan hukum tentang kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Selain itu, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah (Pemerintahan Daerah) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu tugas desentralisasi. Pelaksanaan otonomi
daerah terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah
urusan kesehatan.

Amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 perlu dijalankan guna
menuju tercapainya universal coverage pelayanan kesehatan maka pemerintah kota Tangerang
telah meluncurkan Program Multiguna sejak tahun 2009. Program Multiguna ini merupakan salah
satu bentuk sistem jaminan kesehatan dan merupakan salah satu program pembangunan
kesehatan di kota Tangerang yang memberikan pengobatan gratis bagi penduduk Kota
Tangerang. Dalam Peraturan Wali Kota Tangerang No 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang, bahwa program
multiguna yang dimaksud ini adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan
yang berkesinambungan dengan sistem pola bantuan pembiayaan. Peserta program multiguna
ini memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanpa dipungut biaya. Peserta program multiguna
ini menjangkau seluruh masyarakat kota Tangerang baik miskin maupun kaya dapat menikmati
pelayanan gratis di sarana pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kota Tangerang hanya
dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Maksud pemberian
pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah terlaksananya standar pelayanan kesehatan bagi
masyarakat Kota Tangerang yang terkendali baik mutu maupun biayanya. Tujuan pemberian
pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan
cara memberikan bantuan agar Penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pemberi pelayanan kesehatan pada peserta multiguna ini adalah puskesmas/puskesmas
rujukan yang berada diwilayah Kota Tangerang dan Rumah Sakit yang berada di Kota Tangerang
dan/atau diluar Kota Tangerang. Setiap Rumah Sakit yang kedudukannya di wilayah Kota
Tangerang diwajibkan untuk mengikuti program pelayanan kesehatan multiguna ini dengan
membuat Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan para
Direktur Rumah Sakit.

Permasalahan yang timbul dalam Program Multiguna ini ketika rumah sakit ingin
menagihkan klaim pembayaran kepada Dinas Kota Tangerang. Setiap rumah sakit yang ingin
menagihkan klaim pembayaran dari program multiguna ini, wajib menyerahkan resume medis,
bukti tindakan yang telah dilakukan kepada pasien serta pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang
telah dilakukan kepada pasien program multiguna.
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Di dalam Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan
para Direktur Rumah Sakit Pasal 9 terdapat mengenai proses pengajuan klaim pembayaran
program multiguna, dimana klaim diajukan oleh pihak rumah sakit dengan melampirkan:

Rekap keseluruhan pasien;

. Kwitansi pembiayaan pasien dalam satu bulan (bermaterei) rangkap tiga;
Rincian biaya pelayanan per pasien;

. Bukti tindakan dan penunjang medis;

Copy resep;

Resume Medis;

Fotocopy KTP Kota Tangerang/identitas lain yang sah;

Fotocopy Kartu Keluarga Kota Tangerang;

Surat Rujukan Puskesmas (jika pasien dirujuk oleh Puskesmas).

T T@ e AN oW

Pengertian rekam medis sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Udang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah:

Yang dimaksud dengan “rekam medis” adalah berkas yang berisikan catatan dan
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang
telah diberikan kepada pasien.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dijelaskan :

(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter,
dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik
pasien.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga
kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban
menyelenggarakan Rekam Medis seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 Pasal 29 ayat (1h). Penyelenggaraan rekam medis yang dimaksud tersebut dilakukan sesuai
dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai standar internasional.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna melakukan standarisasi rekam medis agar
mencapai standar internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
standarisasi rekam medis tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan
No 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Peraturan ini menjelaskan bahwa informasi mengenai
identitas, riwayat penyakit pasien, diagnosa penyakit pasien, pengobatan pasien harus dijaga
kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan
pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan
oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perihal kepemilikan rekam medis, dimana berkas
rekam medis kepunyaan sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien
yang mana bentuk dari isi rekam medis itu berupa resume medis. Ringkasan rekam medis
tersebut dapat diberikan dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas
persetujuan tertulis pasien atau keluarga yang berhak melakukan itu

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia mengenai Rekam Medis, bahwa
pemberian rekam medis kepada pihak lain wajib mendapatkan izin tertulis dari pasien. Bagi
sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/dokter gigi wajib menjaga
kerahasiaan rekam medis tersebut. Ketentuan hukum yang menjamin kerahasiaan informasi yang
ada dalam Rekam Medis pasien antara lain diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut:
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a. Pasal 322 KUHP ayat (1), “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan
karena jabatan atau pencahariaanya baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam pidana”.

b. Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang-orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.

c. Pasal 1367 KUH Perdata, “Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang
yang berada dibawah pengawasannya.”

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, secara umum telah disadari bahwa
informasi yang didapat dari rekam medis adalah bersifat rahasia; tetapi kalau dianalisa lagi
konsep kerahasiaan ini akan ditemui banyak pengecualiannya. Informasi yang berada di Rekam
Medis bersifat rahasia karena dalam rekam medis ini menjelaskan hubungan yang khas antara
pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran.

Rekam medis yang digunakan untuk klaim pembayaran sekalipun seharusnya pemberian
isi rekam medis kepada pihak pembayar harus dengan izin tertulis dari pasien atau keluarga yang
berhak untuk memberikan izin tersebut. Pemberlakuan pemberian izin tertulis dari pasien atas
permintaan rekam medis guna pembayar klaim pengobatan/pelayanan kesehatan baru
diberlakukan pada asuransi-asuransi yang dikelola oleh swasta atau asuransi yang dikelola
pemerintah yang mana tertanggung atau peserta/pasien dari asuransi tersebut membayar premi
atas asuransi tersebut. Dimana izin pemberian rekam medis tersebut tertuang didalam perjanjian
kerjasama antara peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Namun asuransi yang berupa
jaminan pelayanan kesehatan (jamkesmas), jaminan pelayanan kesehatan daerah (jamkesda),
jaminan pelayanan persalinan (jampersal) dan pelayanan kesehatan multiguna di Kota Tangerang
tidak menggunakan perjanjian seperti yang dilakukan asuransi lainnya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka fokus permasalahan dalam peneltian tesis ini
adalah aspek hukum pemberian rekam medis guna pembayaran klaim pelayanan kesehatan
peserta multiguna di Kota Tangerang oleh Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang. Ada 2 hal yang mejadi pokok masalah adalah: pertama berkenaan
dengan status kepemilikan rekam medis dan kedua keabsahan pemberian Rekam Medis pasien
peserta multiguna oleh Rumah Sakit swasta kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang tanpa
persetujuan pasien. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut kesemuanya akan dikaji
berdasarkan hukum di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang diangkat maka pokok permasalahan dalam usulan penelitian
tesis ini adalah :

a. Bagaimana status kepemilikan isi Rekam Medis dalam pembayaran klaim jaminan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan pemerintah kota Tangerang?

b. Bagaimana keabsahan pemberian Rekam Medis pasien peserta multiguna oleh Rumah Sakit
kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang tanpa persetujuan pasien?
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PEMBAHASAN

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, tepat di
sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah selatan, barat,
dan timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di
kawasan perkotaan Jabotabek setelah Jakarta.

Komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam memenuhi salah satu hak dasar bagi
seluruh masyarakat yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi seluruh masyakat Kota
Tangerang, mengeluarkan Program Multiguna bagi masyarakat Kota Tangerang. Pada tahun
2012, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota
Tangerang. Melalui peraturan ini telah tetapkan bahwa anggaran untuk program multiguna
ditetapkan menjadi lima puluh miliar rupiah, dimana sasaran penerima pelayanan kesehatan
multiguna adalah seluruh masyarakat Kota Tangerang yang dibuktikan dengan dokumen
kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya mengeluarkan Program
Multiguna. Program ini sudah berkali-kali di revisi, tahun 2007-2010 sistem yang digunakan
pemerintah Kota Tangerang adalah dengan mengeluarkan “kartu multiguna” untuk memberikan
pelayanan kesehatannya yang gratis bagi warganya. Namun sejak tahun 2012, masyarakat kota
Tangerang sebagai peserta multiguna tidak perlu lagi menggunakan kartu multiguna jika ingin
mendapatkan pelayanan kesehatan. Program ini, merupakan pengembangan dari sistem
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain pasien Jamkesmas, pemerintah memperluas
cakupan pelayanan dengan memasukkan masyarakat miskin dan rentan miskin yang sebelumnya
tidak masuk kedalam program Jamkesmas ke dalam program Jamkesda.

Pemerintah Kota Tangerang menjaminkan kesehatan masyarakatnya melalui program
Multiguna. Masyarakat yang berkartu tanda penduduk Kota Tangerang bisa memanfaatkan
program ini mulai puskesmas hingga rumah sakit.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Walikota No 4
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan
Kota Tangerang. Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa program multiguna adalah
penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Tangerang yang berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan
sistim pola bantuan pembiayaan.

Peserta dalam program multiguna ini adalah setiap warga negara Indonesia yang
bertempat tinggal sah diwilayah Kota Tangerang dengan ditandai memiliki KTP resmi dan Kartu
Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Tangerang sehingga memiliki hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Tangerang tanpa dipungut biaya. Kepesertaan program Multiguna ini diatur didalam
Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program
Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang Pasal 1 poin 5, dimana peserta multiguna adalah :

“Setiap penduduk yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana
kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanpa dipungut
biaya”.

ISSN online : 2548-818X SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3| No. 2| Th. 2017



155

Pasal 1 poin 7 menjelaskan dalam Peraturan Walikota tersebut mengatakan bahwa
penduduk pada Pasal 1 poin 5 yang dimaksud adalah penduduk Kota Tangerang yang berwarga
negara Indonesia yang bertempat tinggal sah di wilayah Kota Tangerang.

Selanjutnya, Peserta Multiguna ini adalah tertanggung dari Dinas Kesehatan Kota
Tangerang sesuai dengan Peraturan Walikota No 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang sehingga semua biaya
yang dikenakan kepada Peserta Multiguna akan ditagihkan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
Setiap peserta multiguna yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatannya hanya menunjukkan
KTP dan Kartu Keluarga sebagai identitas penduduk Kota Tangerang. Dinas Kesehatan yang mana
dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam hal ini adalah kepanjangtanganan dari
Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan Program Multiguna ini disebut penanggung.

Melihat pasal-pasal dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna tersebut diatas maka secara otomatis seluruh
masyarakat Kota Tangerang menjadi tanggungan pemerintah Kota Tangerang dalam
memperoleh jaminan pelayanan kesehatan multiguna di Kota Tangerang. Peserta program
multiguna ini menjangkau seluruh masyarakat kota Tangerang baik miskin maupun kaya dapat
menikmati pelayanan gratis di sarana pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kota
Tangerang hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. Sarana pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Multiguna adalah puskesmas dasar /
puskesmas rujukan dan Rumah sakit yang sudah melakukan Kesepakatan Bersama (MoU)
pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kesepakatan Bersama ini
merupakan turunan dari Peraturan Walikota No 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang. Pasal 9 ayat 2 dalam
peraturan tersebut menyatakan bahwa Rumah sakit yang melayani Program Multiguna tersebut
adalah Rumah Sakit yang telah melakukan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota
Tangerang. Selanjutnya, rumah sakit dalam hal ini adalah pemberi pelayanan kesehatan untuk
peserta multiguna.

Kesepakatan Bersama (MoU) ini terjadi apabila rumah sakit yang berada di wilayah Kota
Tangerang maupun diluar wilayah Kota Tangerang bersedia mengikatkan dirinya dengan
Pemerintah Kota Tangerang dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan melalui program
multiguna.

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Rujukan yang dapat diberikan
kepada Peserta Program Multiguna terdapat di Peraturan Walikota No 4 Tahun 2012 Pasal 10 dan
Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Rumah Sakit.

Dalam Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Rumah sakit
diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak agar pelayanan kesehatan peserta
Multiguna dapat berjalan dengan baik.
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Alur/Bagan Pembayaran Klaim Peserta Multiguna

Tempat Pendaftaran Pasien di
Rumah Sakit

[
Pelavanan Kesehatan |— Peserta Pulang
[
Bukti Pelayanan Kesehatan di verifikasi
bagian Keuangan Rumah Sakit

dikirim
| Claim Tagihan sudah lengkap |—| Dinas Kesehatan |

| Dinas Kesehatan melakukan verivikasi kembali atas pelayanan kesehatan |

| Dinyatakan Lengkap | | Belum Lengkap |
| |
Dibayarkan kepada rumah sakit sesuai Dikembalikan kembali ke rumah sakit
tagihan klaim untuk dilengkapi

Rumah sakit melakukan
verifikasi ulang

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dibebankan pada
APBD sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Walikota No 4 tahun 2012. Besaran
biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang
telah diberika sedangkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Rujukan untuk Peserta
Program Multiguna dibebaskan dari biaya pelayanan.

Dalam hal proses pencairan dana/klaim lebih banyat diatur dalam Kesepakatan Bersama
antara Dinas Kesehatan dengan Rumah sakit. Klaim diajukan oleh Rumah Sakit dengan
melampirkan :

Rekap Keseluruhan Pasien.

. Kwitansi Pembiayaan pasien dalam satu bulan (bermaterei) rangkap tiga.

Rincian biaya pelayanan perpasien.

. Bukti tindakan dan penunjang medis.

Copy resep atau rincian pemakaian obat dari farmasi.

Resume Medis.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang/ldentitas kependudukan lain yang sah.

Fotocopi Kartu Keluarga Kota Tangerang (untuk pasien belum wajib KTP).

Fotocopi Surat Keterangan kelahiran dan KTP Kota Tangerang salah satu orang tua (untuk bayi

yang baru lahir).

j. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran/Akte Kelahiran dan Fotocopi KTP salah satu orang tua
(untuk bayi usia 0-12 bulan).

k. Softcopi tagihan dalam bentuk CD sesuai dengan format klaim yang telah ditentukan.

~T@ e o0 oo

Selanjutnya klaim yang sudah diajukan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas
Kesehatan Kota Tangerang, apabila dalam proses verifikasi masih ada perbaikan klaim maka
proses perbaikan klaim diberi waktu 1 (satu) minggu sejak dikembalikannya berkas. Apabila
setelah dilakukan perbaikan masih terdapat kesalahan maka tagihan dibayarkan pada bulan
berikutnya. Pernyatan layak bayar akan dibuatkan Berita Acara Pengesahan Verifikasi Klaim yang
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ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Apabila Klaim yang diajukan
terlambat 3 (tiga) bulan sejak pasien pulang akibat kelalaian pihak Rumah Sakit maka klaim
tersebut tidak dapat dibayarkan dan dibiayai oleh Dana APBD Kota Tangerang.

Program multiguna sebagai penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan
yang berkesinambungan dengan sistim pola bantuan pembiayaan ini mempunyai kemiripan
dengan unsur-unsur perasuransian.

Perjanjian yang terjadi didalam program multiguna ini adalah perjanjian tripartid dimana
terjadi hubungan ketiga komponen yaitu peserta (penduduk Kota Tangerang), penyelenggara
pelayanan kesehatan (Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam Program
Multiguna) serta badan/perusahaan asuransi (Dinas Kesehatan). Obyek asuransi dalam program
multiguna ini adalah kesehatan penduduk Kota Tangerang.

STATUS KEPEMILIKAN DAN KEABSAHAN REKAM MEDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

Setiap terjadinya transaksi terapeutik, yaitu pengobatan yang dilakukan oleh seorang
dokter terhadap pasiennya maka setiap keluhan, pemeriksaan, pemeriksaan dan terapi yang
diberikan kepada pasien wajib disimpan di dalam rekam medis, serta rekam medis tersebut wajib
disimpan dengan baik oleh sarana pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan Pasal 47.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahn 2008 tentang Rekam Medis yang
merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 lebih
rinci memperjelas mengenai rekam medis ini.

Kedua peraturan tersebut sangat jelas menyatakan mengenai kepemilikan rekam medis,
yang mana dokumen dari rekam medis milik dari dokter atau dokter gigi dan sarana pelayanan
kesehatan sedangkan isi dari rekam medis tersebut adalah kepemilikan pasien.

Pembayaran klaim jaminan pelayanan kesehatan peserta mutiguna yang diselenggarakan
pemerintah Kota Tangerang mewajibkan Rumah sakit sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan
yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk memberikan foto copy
resume medis pasien agar klaim pembayarannya dibayarkan, hal ini sesuai dengan Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna
Bidang Kesehatan Kota Tangerang dan Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota
Tangerang dengan Rumah Sakit yang melayani peserta multiguna.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bahwa dalam pembayaran [/ klaim
dimintakan adalah berdasarkan paket INA-CBG’s yang mana berdasarkan diagnosa penyakit
pasien. Kondisi seperti ini maka dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosis yang tepat
dan jelas sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dianut dalam
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 dalam pembayaran klaim pembayarannya.

Melihat peraturan—peraturan mengenai rekam medis dan peraturan-peraturan mengenai
klaim pembayaran jaminan kesehatan diatas maka sudah jelas mengatakan bahwa status
kepemilikan rekam medis dalam klaim pembayaran jaminan peserta Program Multiguna masih
dimiliki oleh pasien, dokter dan sarana pelayanan kesehatan tersebut. Tidak terjadi perubahan
kepemilikan isi rekam medis maupun dokumen kepemilikan rekam medis walaupun di dalam
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
903/Menkes/Per/V/2011 mengatakan bahwa pembayaran klaim jaminan pelayanan kesehatan
tersebut dibayarkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
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Pada proses asuransi konvensional proses pembayaran klaim kesehatan yang dimintakan
oleh Pemberi Pelayan Kesehatan selanjutnya disebut PPK kepada penanggung atas pelayanan
kesehatan yang telah diberikan kepada tertanggung adalah resume medis. Resume medis ini
adalah alat bukti yang dipergunakan untuk klaim jaminan pelayanan kesehatan yang telah
diberikan kepada tertanggung. Pihak asuransi konvensional ini dalam perjanjiannya antara
tertanggung dan penanggung terdapat Pasal yang meminta kuasa kepada tertanggung agar
dapat memberikan resume medis atau fotocopynya guna klaim pembayaran kepada PPK. Hal ini
sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan pemberian klaim yang diajukan oleh PPK
kepada penanggung.

Melihat model asuransi yang dipakai dalam program multiguna adalah model asuransi
yang mendekati program asuransi sosial, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 Poin 3, yaitu :

“Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarkan secara wajib
berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi
kesejahteraan masyarakat”.

Perikatan yang terjadi dalam program multiguna ini seperti yang disebutkan dalam
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012, dimana Pemerintah Kota Tangerang mengikatkan diri
kepada masyarakat Kota Tangerang untuk memberikan pelayanan kesehatan oleh pemberi
pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang.

Pada Program Multiguna ini permintaan resume medis oleh pihak penanggung dalam hal
ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang sangat diwajibkan guna klaim pembayaran, hal ini tertuang
di dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2012 dan Kesepakatan Bersama antara
Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit. Kekurangan yang terjadi adalah tidak adanya kuasa
pemberian resume medis dari peserta Multiguna sebagai pasien kepada pihak Rumah Sakit
sebgai PPK guna klaim pembayaran sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman jika terjadi
sesuatu.

Pemberian kuasa oleh pasien kepada pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan
kesehatan maupun kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan foto copy rekam medis tidak
tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 namun secara kurang jelas tertuang di
dalam Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 5 ayat 1a bahwa
Dinas Kesehatan dapat meminta copy resume medis dari arsip medik peserta, bilamana
dipandang perlu dan dibutuhkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan klaim dan kelanjutan
pengobatan peserta.

Salah satu kegunaan rekam medis menurut Pedoman Rekam Medis yang dikeluarkan oleh
Dirjen Yanmed adalah dilihat dari aspek keuangan, dimana suatu berkas rekam medis mempunyai
nilai uang, karena isinya mengandung data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek
keuangan. Selain itu kegunaan dari Rekam Medis itu adalah sebagai Payers for services (Secondary
users) yaitu :

a. Sebagai bahan bukti bagi pengajuan klaim kepada asuransi
b. Untuk memonitor kualitan dan ekuitas pelayanan medik yang di asuransikan
c. Untuk menilai dan mengkontrol biaya pelayanan medik

Hal ini diperkuat didalam aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008
yang menyebutkan bahwa salah satu Rekam Medis memiliki manfaat sebagai alat bukti dan dasar
pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
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Melihat beberapa peraturan tersebut diatas maka rumah sakit tidak akan
dipermasalahkan jika dalam hal pembayaran klaim peserta Multiguna memberikan Rekam medik
kepada Dinas Kesehatan asalkan resume medis tersebut dijadikan alat bukti hanya untuk klaim
jaminan pelayanan kesehatan perserta sehingga keabsahan pemberian rekam medis oleh pihak
rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang tanpa persetujuan pasien tetap dikatakan
absah/sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap materi yang
terkandung dalam tesis ini, maka dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan
Pasal 47 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2009 tentang Rekam Medis
menyatakan bahwa status kepemilikan rekam medis dalam klaim pembayaran jaminan
peserta Program Multiguna masih dimilki oleh pasien, dokter dan sarana pelayanan kesehatan
tersebut. Tidak terjadi perubahan kepemilikan isi rekam medis maupun dokumen kepemilikan
rekam medis, walaupun di dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 27 mengenai
Pembayaran, Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan Rumah
Sakit Pasal 9 mengenai Proses Pengajuan Klaim serta Pasal 10 mengeani Cara Pembayaran dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 mengatakan bahwa pembayaran
klaim jaminan pelayanan kesehatan tersebut dibayarkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini
Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

b. Pembayaran klaim kepesertaan program Multiguna oleh pihak rumah sakit kepada Dinas
Kesehatan Kota Tangerang dengan mengikutkan foto copy resume medis tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan Pasal
47, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis Pasal 13
tentang Pemanfaatan Rekam Medis dan di dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012
serta di dalam Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit pada Pasal
5 ayat 1a. Namun payung hukum yang memayungi Program Multiguna ini belum begitu jelas,
mengingat peraturan perundang-undangan yang dipakai hanya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9o03/Menkes/Per/V/2011. Salah asatu pemanfaatan Rekam Medis dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis bahwa pemberian Rekam
Medis dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga rumah sakit sebagai Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) masih dapat diperbolehkan memberikan Rekam Medis kepada Dinas
Kesehatan Kota Tangerang namun hanya sebagai alat bukti pembayaran klaim pelayanan yang
telah diberikan oleh pihak Rumah sakit kepada peserta Program Multiguna.

SARAN

Berdasarkan uraian mengenai Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Peserta Multiguna
di Kota Tangerang, maka dalam penelitian tesis ini, yang dapat disarankan kepada Pemerintah
Kota Tangerang sebagai pembuat kebijakan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai
penanggung biaya peserta multiguna dan pihak rumah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan bagi peserta Multiguna agar kebijakan mengenai Program Multiguna ini dapat menjadi
lebih baik lagi dan melindungi semua pihak dari segi hukumnya. Beberapa alternatif yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Tangerang :

Melakukan penambahan pasal pada Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang yang
ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang yang ingin menggunakan jaminan pelayanan
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kesehatan melalui Program Multiguna agar lebih jelas pemberian wewenang/kuasa pasien
dalam pemberian rekam medis kepada Dinas Kesehatan sebagai pihak penanggungnya.
Penambahan pasal tersebut berisi :

“Masyarakat Kota Tangerang yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program
multiguna memberikan kuasanya kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk dapat
meminta fotocopy resume medis guna klaim pembayaran oleh pihak rumah sakit yang
telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang”.

b. Dinas Kesehatan Kota Tangerang :

Melakukan revisi pasal 5 ayat 1a pada Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota
Tangerang dengan Rumah Sakit yang melakukan kerja sama pelayanan kesehatan bagi
masyarakat Kota Tangerang agar rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang tidak ragu-ragu lagi dalam pemberian rekam medis kepada Dinas Kesehatan
sebagai pihak penanggungnya. Revisi pasal tersebut berisi :

“Dinas Kesehatan Kota Tangerang dapat meminta copy resume medis dari arsip medik
peserta multiguna untuk kepentingan yang berkaitan dengan klaim pembayaran,
kelanjutan pengobatan peserta, maupun dugaan adanya penyimpangan/moral hazard.

c. Pihak Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, agar tidak
terjadi permasalahan dikemudian hari perihal kerahasian Rekam Medis ini maka perlu di
keluarkannya kebijakan internal rumah sakit bahwa setiap peserta multiguna yang
mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut wajib membuat pernyataan secara
tertulis kesediaannya untuk memberikan resume medisnya kepada pihak Dinas Kesehatan
Kota Tangerang sebelum dilakukan pemberian pelayanan kesehatan tersebut.dan
menandatangani semua tindakan yang telah diberikan oleh rumah sakit untuk klaim
pembayaran yang juga dapat digunkan sebagai kuasanya memberikan resume medis.
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